BAB VI

PENUTUP

6.1 Kessmpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, mengenai
Analisis Proses Implementasi, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi
dan Dampak Jangka Pendek Kebijakan Penutupan Lokalisas Karang Dempel
di Kota Kupang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Komunikasi
Komunikasi antar aparat pelaksana kebijakan yang bertujuan
mengkomunikasikan standar aturan dan tujuan kebijakan sehingga
dapat memperoleh suatu kejelasan dan konsistensi informasi untuk
mendukung keberhasilan implementass  kebijakan  penutupan
Lokalisas Karang Dempel sudah cukup baik. Namun, kegiatan
sosidlisas yang dilakukan oleh aparat pelaksana kebijakan masih
kurang baik dikarenakan tidak semua penghuni lokalisasi diundang
dan juga para pelaku usaha di sekitar lokalisasi yang terkena dampak
dari penutupan lokalisasi.
2. Sumber Daya
Dukungan sumber daya dalam proses implementasi kebijakan
penutupan Lokalisasi Karang Dempel sudah cukup memadai. Hal ini
dikarenakan dalam pelaksanaan kebijakan ini melibatkan beberapa
instans baik dari Kementerian Sosia RI, Dinas Sosial Kota Kupang,

Satpol PP Kota Kupang dan Yayasan Warna Kasih. Sedangkan
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untuk sumber daya keuangan bersumber dari APBN dan APBD
Pemerintah Kota Kupang.
3. Disposisi
Dukungan dan komitmen aparat pelaksana kebijakan dalam
pelaksanaan kebijakan penutupan Lokalisasi Karang Dempel masih
rendah. Hal ini dapat dilihat dari tidak dilaksanakannya pemberian
pelatihan keterampilan kepada para eks WTS sebagaimana termuat
dalam buku pedoman pelaksanaan kebijakan penutupan lokalisasi.
Sdlain itu, masih terjadi aktifitas prostitusi di eks Lokalisas Karang
Dempel yang dilakukan oleh para WTS yang belum dipulangkan.
4. Struktur Birokrasi
Struktur birokras yang merujuk pada ketersediaan Standard
Operating Procedures (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan
penutupan Lokalisasi Karang Dempel tergolong cukup baik. Hal ini
dibuktikan dengan tersedianya buku pedoman pelaksanaan yang
bersumber dari Kementerian Sosid RI langsung. Sehingga aparat
pel aksana kebijakan dapat bekerja sesuai dengan pedoman yang ada.
5. Dampak Kebijakan
a. Dampak yang diharapkan
Dampak yang diharapkan Pemerintah Kota Kupang setelah
penutupan Lokalisas Karang Dempel belum sepenuhnya
tercapai. Sesuai dengan hasil pengamatan penulis,
meskipun sebagian dari penghuni lokalisass sudah

dipulangkan namun mereka yang belum dipulangkan masih
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melakukan aktivitas prostitusi di eks Lokalisas Karang
Dempsl.
b. Dampak yang tidak diharapkan
1) Munculnya praktik prostitusi terselubung di sekitar
eks Lokalisas Karang Dempel yang melibatkan
anak-anak di bawah umur.
2) Menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat
pelaku usaha di sekitar kawasan eks Lokalisas
Karang Dempel.
6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan di atas maka penulis

menyarankan:

1. Sosidisas perlu ditingkatkan dengan melibatkan pihak-pihak yang
berkompeten dan juga pihak-pihak yang terdampak.

2. Agar memberikan pelatihan dan keterampilan sesuai dengan bakat
masing-masing pekerja yang terkena dampak penutupan lokalisasi.

3. Bantuan untuk modal usaha perlu ditingkatkan agar cukup untuk
merintis usaha sehingga para eks WTS bisa mandiri dan tidak
kembali menjadi PSK.

4. Pemerintah harus tegas dan komitmen untuk menyelesaikan apa
yang sudah diprogramkan.

5. Perlu ditingkatkan pengawasan dan pemantauan di Lokalisasi yang

sudah ditutup.
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6. Untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya yang berkaitan dengan
penutupan lokalisasi, Pemerintah Kota Kupang sebaiknya melakukan
kaian yang mendalam sebelum melakukan penutupan mengingat

dampak yang timbul setelah penutupan.
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